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Inovasi Fiskal dari Kalimantan Utara
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Di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), transportasi air merupakan salah satu urat nadi 
kehidupan masyarakat. Dengan wilayah perairan seluas 11.579 km² dari total 70.101 km², 
speedboat dan kapal motor memainkan peran penting sebagai moda utama penghubung 
antardaerah. Pada kondisi geografis di mana jembatan belum banyak terbangun dan jalan 
raya belum sepenuhnya menghubungkan kabupaten dan kota, transportasi air berfungsi 
layaknya bus dan taksi di provinsi lain. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) melalui 
jalur perairan menjadi tulang punggung mobilitas, aktivitas ekonomi, serta akses terhadap 
layanan dasar bagi masyarakat Kaltara.

Namun, di balik vitalnya peran transportasi air tersebut, terdapat kesenjangan dalam tata 
kelola: sektor yang begitu penting justru belum tercakup dalam sistem perpajakan formal. 
Hingga awal 2025, belum ada mekanisme yang mengatur kontribusi fiskal dari puluhan kapal 
yang beroperasi setiap hari. Inilah yang kemudian mendorong langkah pembenahan tata 
kelola transportasi air, dimulai dari Provinsi Kaltara.
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